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ABSTRAK

PROGRAM PENYEDIAAN PERUMAHAN
BAGI MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH
MELALUI SKEMA HUNIAN TERJANGKAU DI PROVINSI DAERAH
KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

Faisal Rahman, Nurliah Nurdin, Asropi

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta

Tujuan penelitian ini adalah untuk untuk mengetahui dan menganalisis
penyediaan perumahan melalui program Hunian Terjangkau Milik oleh
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terhadap MBR, dan untuk menyusun strategi
dalam meningkatkan skema Program Hunian Terjangkau Milik di DKI Jakarta.
Metode yang digunakan adalah metode kualitatif, dengan pendekatan deskriptif.
Teori yang di gunakan adalah teori Grindle yang menyatakan bahwa suatu
kebijakan terdiri dari konteks kebijakan, dan konteks implementasi kebijakan.
Hasil penelitian ini menunjukan faktor yang dapat menjadi tantangan bagi
penyediaan Hunian Terjangkau Milik adalah pendanaan yang terbatas, sumber
daya keuangan yang tidak mencukupi, ketersediaan lahan, hambatan peraturan,
kurangnya sarana dan prasarana, meningkatnya biaya konstruksi, dan kurangnya
dukungan publik: Untuk mengatasi kendala program hunian terjangkau milik
pemerintah dapat melakukan beberapa strategi yang dapat diterapkan adalah
subsidi pemerintah, kolaborasi kemitraan SKPD, kolaborasi lembaga keuangan,
peningkatan aksesibilitas kredit, kolaborasi dengan pihak swasta atau pengembang
property, dengan melibatkan pengembang dalam menyediakan unit rumah dengan
harga yang lebih rendah atau memberikan insentif kepada mereka yang
berpartisipasi dalam program pembiayaan yang ditetapkan. Saran dalam penelitian
adalah pemerintah Provinsi DKI Jakarta menjalin kolaborasi dengan berbagai
pihak baik antar SKPD maupun perbankan dan developer (pelaku pembangunan)
agar program hunian terjangkau milik bisa meningkat dengan tetap
mengedepankan sasaran pada Masyarakat Berpenghasilan Rendah.

Kata kunci: Pembangunan (penyediaan) perumahan, MBR, dan program
Hunian Terjangkau Milik
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ABSTRACT

Housing Provision Program For Low Income Communities Through An
Affordable Residential Scheme In The Province of The Special Capital City Of

Jakarta

Faisal Rahman, Nurliah Nurdin, Asropi

Department of Public Housing and Residential Area of DKI Jakarta Province

The purpose of this research is to find out and analyze the provision of housing
through the DKI Jakarta Provincial Government's Affordable Housing program
for MBR, and to develop a strategy to improve the Affordable Owned Housing
Program scheme in DKI Jakarta. The method used is a qualitative method, with a
descriptive approach. The theory used is Grindle's theory which states that a
policy consists of a policy context and the context of policy implementation. The
results of this study indicate that factors that can be a challenge for Owned
Affordable Housing are limited funding, insufficient financial resources,
availability of land, regulatory barriers, lack of facilities and infrastructure,
increased construction costs, and lack of public support: To overcome obstacles
to the affordable housing program owned by the government, several strategies
can be implemented, namely government subsidies, partnership collaboration
(SKPD) with financial institutions, increased credit accessibility, collaboration
with the private sector or property developers, by involving developers in
providing housing units at lower prices or providing incentives to those who
participate in the specified financing program. The suggestion in the research is
that the Provincial Government of DKI Jakarta establishes collaboration with
various parties, both SKPD and banks and developers (development actors) so
that the affordable housing program can increase while still prioritizing targets
on Low-Income Communities.

Keywords: Development (provision of) housing, MBR, and Owned

Affordable Housing program
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BAB |

PERMASALAHAN PENELITIAN

A. Latar Belakang Masalah

Menurut UNESCO (2016, p.14), bahwa rumah atau tempat tinggal sebagai
sebuah kebutuhan primer bagi setiap penduduk, untuk tempat berlindung dan
bermukim. Sehingga apabila ditinjau dari pentingnya rumah adalah sama dengan
merumuskan diri sendiri, keluarga, negara dan bahkan tentang negara.

Pentingnya rumah bagi penduduk di dalam sebuah negara atau kawasan,
menjadikan United Nations mensahkan sebuah resolusi mengenai Sensus
Penduduk dan Perumahan yang mengadopsi Economic and Social Counsil tahun
2015. Indonesia sebagai anggota United Nations telah menjalankan kebijakan
mengenai perumahan yang tertuang di dalam pasal 28 huruf H ayat (1), UUD
1945,

Menurut Brundland (1987, p.342), peningkatan tempat tinggal yang layak
(berkualitas) bertujuan untuk peningkatan kualitas hidup secara berkelanjutan.
Sementara keserasian, keterpaduan serta peningkatan niali-nilai ekonomi sosial
dan ekologi dilakukan melalui berbagai upaya guna pemenuhan perumahan dan
permukiman bagi masyarakat (Kuswartojo dan Salim. 1997, p.29).

Sementara, Maslow (1954, p.10) berpendapat bahwa pentingnya penyediaan
rumah bagi manusia dapat ditinjau dari beberapa pendekatan, yakni: (1)
kebutuhan fisiologis sebagai kebutuhan mendasar manusia; (2) kebutuhan akan
keselamatan dan keamanan; (3) kebutuhan terkait hubungan antar individu dan
sosial kemasyarakatan; dan (4) kebutuhan untuk mengaktualisasi diri dalam
mencapai harapan yang diinginkan.

Dari laman BPS, dinyatakan dalam rentang waktu tahun 2019 sampai
dengan tahun 2021 kepemilikan rumah sendiri di Indonesia mencapai 80.07%
pada tahun 2019, kemudian pada tahun 2020 mencapai 80.10%, dan pada tahun
2021 mencapai 81.08%. sementara, untuk di wilayah Provinsi DKI Jakarta

menunjukkan presentase kepemilikan rumah sendiri hanya sebesar 47.12%



(2019), 45.04% (2020), dan 48.48% (2021), sementara rata-rata tingkat
kepemilikan rumah sendiri rumah tangga di seluruh Indonesia adalah sebesar
80.07% (2019), 80.10% (2020), dan 81.08% (2021). (Tabel 1).

Tabel 1 1 Status Kepemilikan Rumah Milik Sendiri di 34 Provinsi

Persentase Rumah Tangga menurut
. Provinsi dan Status Kepemilikan Rumah
No Provinsi Milik Sendiri {[Ig'ersen]l

2019 2020 2021

1 | Aceh 8032 80.96 80.51
2 | Sumatera Utara 68.35 G916 67 57
3 | Sumatera Barat T0.75 71.24 68.34
4 | Riau 70.55 69.78 7252
5 | Jambi 82.26 8432 84.21
6 | Sumatera Selatan 8152 81.76 8132
7 | Bengkulu 8272 83.56 84 32
a4 | Lampung 88.60 a8.39 8540
5 | Kep. Bangka Belitung 8551 a5.33 83.14
10 | Kep. Riau 66.62 66.37 66.83
11 | DKl Jakaria 4712 45.04 48.48
12 | Jawa Barat 77859 7760 7963
13 [ Jawa Tengah 89.04 a8.20 8592
14 | DI Yogyakarta 73259 7455 T76.53
15 | Jawa Timur a7 58 8712 83 80
16 | Banten 80.36 8226 8282
17 | Bali 72.88 7147 73.92
18 | Nusa Tenggara Barat 8715 ard3 a7.36
19 [ Musa Tenggara Timur 86.88 ar.3e 8522
20 | Kalimantan Barat 88.52 86.83 88.21
21 | Kalimantan Tengah 75.58 78.35 7704
22 | Kalimantan Selatan 76.33 77.58 79.83
23 | Kalimantan Timur 69.13 658.63 7076
24 | Kalimantan Utara 72.06 7377 69.60
25 | Sulawesi | Mara 7727 78.67 7737
26 | Sulawesi Tengah 84.31 a4.32 84 46
27 | Sulawesi Selatan 83.69 8340 84 TH
28 | Sulawesi Tenggara 85.28 86.14 86.33
29 | Gorontalo 80.64 80.18 81.16
30 | Sulawesi Barat 86.80 ar.56 88.72
31 | Maluku 79.48 79.00 7513
32 | Maluku Utara 8273 8365 8340
33 | Papua Barat 7127 72049 T6.03
34 | Papua 8212 8305 8320
Indonesia 80.07 80.10 81.08

Sumber: BPS, 2022

Dari tabel diatas, dapat diketahui bahwa Provinsi DKI Jakarta menempati
peringkat terendah dari 34 propinsi di Indonesia. Meskipun variasi jumlah

penduduk antara provinsi yang lain dengan Provinsi DKI Jakarta yang tidak



seimbang, dapat dijadikan justifikasi rendahnya nilai prosentase tersebut, namun
data time series BPS dari tahun 1999-2017 menunjukkan grafik yang terus
menurun dari tahun ke tahun. Kenyataannya ini yakni pemenuhan kebutuhan hak
bertempat tinggal yang layak pada akhirnya menjadi salah satu permasalahan
utama yang dihadapi oleh pemerintah di pusat dan daerah khususnya Pemerintah
Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.

Rumah sebagai kebutuhan dasar manusia perlu disiapkan oleh pemerintah
untuk warganya, mengingat sebagai kebutuhan yang mendasar. Hal ini
menjadikan pentingnya kajian penyediaan perumahaan bagi MBR (Masyarakat
Berpenghasilan Rendah) khususnya di wilayah DKI Jakarta dengan alasan
Provinsi DKI Jakarta menempati peringkat terendah dari 34 propinsi di Indonesia
dalam presentase kepemilikan rumah sendiri.

Namun dapat dimaklumi, memiliki sebuah rumah di kota besar seperti di
Kota Jakarta, membutuhkan biaya besar, baik dalam pengadaan tanah maupun
dalam pembangunan rumah. Dengan harga tanah yang terus meningkat setiap
tahun, disertai dengan peningkatan bahan-bahan dan upah pekerja dalam untuk
membangun sebuah rumah tinggal, menyebabkan para penduduk yang memiliki
penghasilan rendah dan tinggal di kota besar seperti di Jakarta akan kesulitan
(tidak mudah) dalam memiliki sebuah rumah tinggal. Sebagai ilustrasi, berikut
gambaran harga tanah di Provinsi DKI Jakarta, dengan harga termurah telah
mencapai 5,4 juta rupiah (gambar 1).

Gambar 1 1 Perbandingan Harga Tanah Di Wilayah Provinsi DKI Jakarta
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Salah satu alternatif bagi penduduk di kota besar yang memiliki penghasilan
rendah untuk memiliki rumah yakni melalui mekanisme pembiayaan perumahan.
Namun mekanisme ini juga masih memiliki kendala, yakni pembiayaan
perumahan menyertakan ketentuan pembayaran uang muka atau DP (down
payment). Penerapan DP setiap bank berbeda, kisarannya bisa antara 20% sampai
dengan 30%. Bank Indonesia sendiri menerapkan DP antara 10% - 25%,
tergantung tipe dan jenis rumahnya. Nilai DP yang ditentukan oleh bank dapat
lebih kecil atau lebih besar dari nilai DP yang ditetapkan Bank Indonesia,
tergantung dari program pemasarannya. Pada tabel berikut, disajikan besaran DP
pembiayaan properti berdasarkan Bank Indonesia (Tabel 2).

Tabel 1 2 Pembiayaan Kredit Properti Aturan Bank Indonesia
Berdasarkan akad Murabahah | Berdasarkan akad IMBT &
& Istishna MMQ

) ) | Pelonggar | Ketentuan saat | Pelonggar
Tipe Properti | Ketentuan saat ini .
an ini an
(M?)
KP & PP KP & PP PP PP
3 2
1 2 | 3dst| 1 |2dst| 1 2 1
dst dst
Rumah Tapak
Tipedengan | 85 | 80% | 75% | - | 80% | 90 | 85 | 80 - 85
ukuran 70 M? | % % | % | % %
Tipe dengan - | 85% [ 80% | - | 85% | - | 90 | 85 - 90
ukuran 22- % | % %
70.M2
Tipe dengan - - - - - - - - - -
ukuran kurang
atau sama
dengan 21.M?
Rumah.Susun




Berdasarkan akad Murabahah | Berdasarkan akad IMBT &
& lIstishna MMQ

_ ) | Pelonggar | Ketentuan saat | Pelonggar

Tipe Properti | Ketentuan saat Ini o

an ini an
(M?)
KP & PP KP & PP PP PP
3 2
1 2 | 3dst| 1 |2dst| 1 2 1
dst dst
Tipedengan | 85 | 80% | 75% | - |[80% | 90 | 85 | 80 - 85
ukuran 70.M? | % % | % | % %
Tipedengan | 90 | 85% | 80% | - | 85% | 90 | 85 | 80 - 85
ukuran 22-70 | % % | % | % %
MZ
Tipe dengan - | 8% [80% | - [85% | - | 85 | 80 - 85
ukuran kurang % | % %
atau sama
dengan 21 M?

Rumahtoko/ | - | 85% |80% | - |[85% | - | 8 | 80 - 85
Rumah kantor % | % %

Keterangan: tanda — : diartikan bahwa penetapan nilai rasio loan to value
diserahkan kepada bank
Sumber: (Bank Indonesia, 2019)

Jika nilai kredit perumahan sebesar 350 juta rupiah maka DP terendah
mengikuti Bank Indonesia sebesar 10% adalah sebesar 35 juta rupiah, atau DP
tertinggi sebesar 25% adalah sebesar 87,5 juta rupiah. Bagi MBR nilai uang 35
juta rupiah masih merupakan nilai yang besar apalagi 87,5 juta rupiah, mengingat
penghasilan yang mereka dapatkan masih jauh dari angka 10 juta rupiah per
bulan. Ini artinya mereka harus menabung terlebih dahulu sebelum mampu untuk
membayar DP rumah yang diinginkan. Persoalan yang ada adalah bahwa harga

rumah cenderung naik setiap tahunnya, sehingga sebelum DP dapat mereka



kumpulkan harga rumah sudah naik terlebih dahulu. Akibatnya nilai DP juga akan
bertambah lagi, dan waktu untuk mengumpulkan uang untuk DP lebih lama lagi.

Kendala terkait ketentuan pembayaran uang muka atau DP di wilayah
Provinsi DKI Jakarta telah diketahui oleh Pemerintah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta (Pemprov DKI Jakarta) dan telah diupayakan solusinya kebijakan
melalui disahkannya Pergub No 104/2018. Di dalam peraturan tersebut
dinyatakan bahwa fasilitas pembiayaan untuk memiliki tempat tinggal bagi MBR
diberikan melalui pemberian kredit atau pembiayaan uang muka atau DP, yang
selanjutnya dapat dijabarkan bahwa uang muka atau DP yang ditetapkan dalam
proses kepemilikan rumah bagi MBR tidak dalam satu kali bayar di depan, namun
dapat dicicil atas bantuan Pemprov DKI Jakarta. Dengan kata lain bahwa
pembiayaan uang muka atau DP bagi MBR untuk mendapatkan rumah idamannya
adalah Rp. 0,- (tanpa uang muka).

Melalui regulasi diatas, Pemprov DKI Jakarta menginginkan masyarakat
tidak terbebani oleh uang muka atau DP yang ditetapkan oleh bank penyedia
kredit rumah atau Bank Indonesia, sehingga harapan MBR untuk memiliki rumah
sendiri dapat cepat tercapai. Program Hunian Terjangkau Milik merupakan upaya
Pemprov DKI Jakarta mengatasi permasalahan MBR untuk memiliki tempat
tinggal yang layak. Skema program Hunian Terjangkau Milik yakni uang muka
atau DP tetap diperoleh bank dengan ditanggung (disubsidi atau ditalangi) oleh
Pemprov DKI Jakarta. Dengan demikian, melalui skema program Hunian
Terjangkau Milik, tidak mengganggu kinerja dari pihak perbankan.

Respon atas kebijakan program Hunian Terjangkau Milik oleh DPRD
adalah mendukung karena rakyat butuh (Ketua DPRD). Namun sebagian yang
lain tidak, hal ini karena target dan realisasi sangat jauh berbeda, bahwa target
yang diinginkan adalah 25.000 unit, kenyataan yang terjadi adalah rumah yang
tersedia masih kurang dari 1.000 unit. Program Hunian Terjangkau Milik pertama
diluncurkan pada 12 Oktober 2018 dengan sebutan Solusi Rumah untuk Warga.
Peluncuran dilakukan di Rusunami Klapa Village yang berlokasi di Kota
Administrasi Jakarta Timur. Pada saat peluncurannya, ketersediaan hunian sebesar

780 unit dan sampai dengan bulan Juli tahun 2020 telah terjual sebanyak 252 unit



atau sebesar 32%. Permasalahan rendahnya jumlah unit yang terjual bukan karena
masyarakat tidak antusias atas kebijakan program Hunian Terjangkau Milik,
namun Kketatnya persyaratan untuk mendapatkan rumah terutama syarat
penghasilan. Sehingga pada akhirnya hanya sebagain saja masyarakat yang dapat
menikmatinya.

Berdasarkan paparan di atas, bahwa Pemprov DKI Jakarta telah
melaksanakan program Hunian Terjangkau Milik, dan pelaksanaan terus
dilakukan walaupun antara target dan realisasi masih berbeda jauh. Hal ini yang
menjadi alasan kajian dalam tulisan tesis ini, judul yang diambil terkait dengan
implementasi Pemprov DKI Jakarta dalam penyediaan rumah bagi MBR melalui
program Hunian Terjangkau Milik. Kajian implementasi ini menjadi penting,
selaras dengan pendapat Grindle (1980, p.10) yang menyatakan bahwa untuk
menunjukan pentingnya konfigurasi dan sinergi antar 3 variabel (kebijakan,
organisasi, dan lingkungan kebijakan) sebagai penentu keberhasilan implementasi
kebijakan, sehingga mewujudkan pemilihan kebijakan yang tepat, termasuk peran
partisipasi masyarakat dalam kontribusinya untuk perwujudan tujuan. Hasil
evaluasi data yang ada bahwa tingkat keberhasilan implementasi program Hunian
Terjangkau Milik ini masih jauh. Target pengadaan unit yang masih 0,26 persen
atau 780 unit dari target 250.000 unit merupakan bukti nyata. Jauhnya hasil dari
target, menurut para politisi (DPRD) ialah bahwa perlu dikaji ulang syarat atau
ketentuan dalam pengajuan permohonan, agar lebih meringankan masyarakat,
khususnya MBR.

Dalam program atau kebijakan ini, strategi implememntasi sangat penting
untuk suksesnya tujuan kebijakan dalam meringankan MBR. Berdasarkan
Yudiatmaja, (2016) implementasi suatu kebijakan publik memiliki dua pilihan
langkah, yang pertama secara langsung mengimplementasikannya dalam bentuk
program atau melalui perumusan kebijakan turunan atau turunan dari kebijakan
publik. Urutan dalam implementasi kebijakan dapat berupa diamati dari program
ke proyek dan kegiatan. Suatu kebijakan diturunkan dalam bentuk program yang
kemudian direduksi menjadi proyek, dan akhirnya berupa kegiatan, baik yang

dilakukan langsung oleh pemerintah, masyarakat, atau kerjasama pemerintah-



masyarakat. Proses ini sejalan dengan teori Grindle (2017) dalam buku edisi
terbarunya memperkenalkan model implementasi sebagai politik dan proses
administrasi. Model menggambarkan proses pengambilan keputusan yang
dilakukan oleh berbagai aktor, dimana keluaran akhir ditentukan baik oleh materi
program yang telah dibuat dicapai dan melalui interaksi para pengambil keputusan
dalam konteks politik administratif.

Menurut Grindle (2017), sebuah kebijakan yang berhasil dilaksanakan akan
dipengaruhi oleh derajat keterlaksanaan yakni isi kebijakan dan konteks
kebijakan. Isi kebijakan diartikan sebagai sebuah kebijakan yang mempengaruhi
implementasi, sedangkan konteks kebijakan dapat diartikan sebagai lingkungan
dari kebijakan. Di dalam isi kebijakan terdiri dari: kepentingan yang berpengaruh,
jenis manfaat yang diperoleh, tingkat perubahan yang diharapkan, lokasi
pengambil keputusan, pelaksana kebijakan, dan komitmen dari sumberdaya.
Sedangkan konteks implementasi kebijakan terdiri dari: strategi dari aktor yang
terlibat serta kekuasaan dan kepentingan aktor yang terlibat, kemudian
karakteristik dari lembaga atau rezim yang sedang berkuasa, kemudian kepatuhan
dan tanggungjawab dalam menjalankan implementasi. Sementara menurut Sutirin
(2006:32) bahwa ide dasarnya, setelah sebuah kebijakan diturunkan menjadi
sebuah program aksi beserta pembiayaannya, selanjutnya dilaksanakan
implementasi kebijakan. Namun seringkali implementasi tidak berproses sesuai
harapan karena bergantung dari keterlaksanaan program yang dijalankan, terutama
ditinjau dari isi dan konteks kebijakan yang telah tersusun.

Perubahan teknologi tentunya juga akan mempengaruhi kebijakan yang
dihasilkan oleh pemerintah. Diibutuhkan sistem nilai dan budaya baru agar
persaingan yang semakin ketat akibat teknologi dapat cepat direspon oleh aparat.
Menurut Kumolo (2017:237), dalam budaya kerja aparatur sipil serta pejabat
publik dari semula memiliki sikap dan perilaku tertutul, single majority, dan
otoritarian diubah menjadi sikap transparan, akuntabel dan demokratis merupakan
sebuah kewajiban bagi pemerintah daerah dalam menata aparatur birokrasi di

wilayah kerjanya.



Dari uraian diatas, maka perlu dikaji lebih lanjut, dari 3 variabel (kebijakan,
organisasi, dan lingkungan kebijakan) yang ada dalam Pemerintahan Provinsi
DKI Jakarta apakah dapat bersinergi, selain itu mengingat teknologi pada era
Grindle dengan saat ini telah jauh berbeda, agar implementasi penyediaan rumah
bagi MBR melalui program Hunian Terjangkau Milik dapat terimplementasi
sebagaimana mestinya atau berhasil. Selain itu organisasi yakni sumberdaya
manusia (SDM) yang terlibat dalam program harus cakap dalam komunikasi, dan
menjadi pelaksana yang birokratis, selain transparan, akuntabel dan demokratis.

Kecakapan dalam komunikasi merupakan pemikiran dari Edwards 111 (1980,
p.10), yang menyatakan bahwa faktor-faktor seperti communication, resources,
dispositions dan bureaucratic structure memiliki pengaruh dalam keberhasilan
implementasi kebijakan publik. Sementara itu dalam konteks implementasi,
Mazmanian dan Sabatier berpendapat melalui Kerangka Kerja untuk Analisis
Implementasi dengan membaginya menjadi tiga kategori, yakni: kemampuan
sebuah keputusan kebijakan untuk menyusun implementasinya, variabel tidak
stabil yang memiliki potensi akan mempengaruhi implementasi yang dijalankan,
serta variabel yang diklasifikasikan akan mempengaruhi pencapaian tujuan dari
keseluruhan implementasi kebijakan.

Dengan demikian aspek baru yang muncul, ketika belum bisa dijelaskan

oleh teori Grindel maka teori implementasi oleh pakar lain dapat diterapkan.

B. ldentifikasi Permasalahan
Identifikasi permasalahan sesuai dengan penjelasan yang telah penulis

sampaikan, yakni:

1. Jakarta merupakan provinsi dengan tingkat kepemilikan rumah yang paling
rendah dibandingkan dengan provinsi lain dilihat dari jumlah penduduk.

2. Kepemilikan rumah dengan cara KPR masih dirasakan sulit oleh masyarakat
karena nilai DP yang besar.

3. Persyaratan bank yang menginginkan penghasilan besar dalam permohonan
kepemilikan rumah KPR akan menghambat proses kepemilikan rumah secara
Kredit.
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4. Jumlah unit terbatas, sehingga perlu seleksi yang ketat dalam program Hunian
Terjangkau Milik.
5. Pelaksanaan program Hunian Terjangkau Milik sudah berjalan 2 tahun dan

masih jauh dari target awal yaitu 25.000 unit.

Beberapa alasan tersebut mendorong untuk melakukan kajian mendalam
mengenai Program Hunian Terjangkau Milik di Provinsi DKI Jakarta dengan
mengangkat judul: Program Penyediaan Perumahan Bagi Masyarakat
Berpenghasilan Rendah Melalui Skema Hunian Terjangkau Milik di DKI
Jakarta.

C. Rumusan Permasalahan
Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah, maka rumusan
permasalahan diajukan dengan pertanyaan sebagai berikut:
1. Mengapa penyediaan perumahan melalui Program Hunian Terjangkau Milik
oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta belum optimal?

2. Bagaimana Strategi untuk meningkatkan Program Hunian Terjangkau Milik?

D. Tujuan Penelitian
Tujuan penelitian berdasarkan permasalahan yang teridentifikasi, yakni:
1. Mengetahui dan menganalisis penyediaan perumahan melalui program Hunian
Terjangkau Milik oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
2. Menyusun strategi dalam meningkatkan Program Hunian Terjangkau Milik di
DKI Jakarta.

E. Manfaat Penelitian
Dari pelaksanaan penelitian diharapkan akan memperoleh manfaat-manfaat
sebagai berikut.
1. Manfaat Akademis
a. Memberikan kontribusi terhadap penguatan teori yang digunakan sebagai

dasar dalam kajian permasalahan implementasi kebijakan penyediaan rumah
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bagi MBR melalui program Hunian Terjangkau Milik di Provinsi DKI
Jakarta.

b. Sebagai bahan pertimbangan bagi peneliti lain dalam menerapkan teori
implementasi terhadap suatu kasus yang ada dilingkup pemerintahan.

c. Sebagai bahan uji terhadap teori implementasi yang tepat didalam
penerapannya pada kasus kebijakan suatu program.

2. Manfaat Praktis

a. Sebagai kontribusi dalam membangun strategi pendekatan implementasi
oleh pemerintah terhadap masyarakat terkait kasus penyediaan rumah kredit
dengan tanpa uang muka.

b. Sebagai referensi bagi pelaksana birokrasi dalam membangun strategi
implementasi, sehingga program/kebijakan dapat berjalan dengan sukses

sesuai dengan harapan semua pihak.



